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ABSTRAK 

RICKY DHARMAWAN SAMSU. Laporan Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) pada 

Kantor Dinas Pelayanan Pajak Pusat 1. Program Studi Strata 1 Pendidikan 

Ekonomi, Kosentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi & Administrasi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran dan penjelasan dari 

hasil pekerjaan di Sudin 1 Jakarta Pusat yang telah dilakukan selama PKL dengan 

tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mata kuliah PKL itu sendiri serta 

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan, memberikan mahasiswa ilmu 

pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perpajakan serta membangun dan 

meningkatkan hubungan baik kerja sama antara pihak UNJ dengan pihak instansi 

pemerintahan atau perusahaan. PKL dilaksanakan pada Kantor Dinas Pelayanan 

Pajak Pusat 1 selama bulan Juni hingga Juli 2014.   

Suku dinas pelayanan pajak 1 Jakarta Pusat, beralamat di jalan Abdul Muis No.66 

Telp. 3865580-85 Fax. 3865788 Jakarta pusat. Sudin pelayanan pajak 1 Jakarta 

Pusat bergerak di pengelolaan pajak daerah yang berkaitan dengan pajak parker, 

hotel, reklame, dan retoran.  

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak 

tanggan 23 Juni 2014 s.d. 23 Juli 2014 dengan 5 hari kerja, Senin-Jumat pada pukul 

07.15 s.d. 14.30 dan hingga 15.00 pada hari Jum’at. 

Praktikan mencari potensi wajib pajak baru, menginput data pemutakhiran wajib 

pajak, meninpu dan mengecek data penyetoran wajib pajak, membuat telaah data 

pendaftaran wajib pajak baru, membuat penetapan serta memproses pengajuan 

keberatan pajak serta mecetak data porporasi untuk restoran hotel dan even-even 

lainya.  

Selama masa pelaksanaan, praktikan dibimbing oleh pegawai bagian penagihan, 

P3D, penetapan pajak, penyelesaian sengketa pajak. Meski mengalami kendala, 

praktik kerja lapangan berjalan dengan lancer. Praktikan banyak memperoleh 

pengetahuan dan wawasan dari setiap kegiatan yang dilakukan sehingga sesuai 

dengan harapan praktikan yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

dunia kerja.  
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Dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini penulis 

menyadari masih terdapat banyak kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik 

Allah SWT dan penulis hanyalah manusia yang berketerbatasan. Untuk itulah 

penulis tidak menutup diri akan saran dan kritik yang dapat menjadikan laporan 
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ini kelak makin baik dan makin baik lagi kedepannya. Semoga laporan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) ini bermanfaat bagi semua pihak. 

Jakarta, Mei 2015 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL  
  

Kemajuan disegala bidang serta merta diikuti dengan tingginya 

kompetisi dalam mendapatkan pekerjaan. Adanya hal tersebut mewajibkan 

para lulusan perguruan tinggi untuk memiliki kemampuan dasar dan terus 

mengembangkan potensinya agar dapat berkarya dan menyesuaikan diri 

dengan perubahan yang ada. Para lulusan perguruan tinggi perlu mengetahui 

seperti apakah kompleksitas yang terjadi di dunia kerja pada kenyataannya 

demi terciptanya individu yang berkualitas. Ketidakselarasan antara 

pengetahuan mahasiswa tentang dunia kerja dengan kenyataan di lapangan 

seringkali menyebabkan para lulusan mengalami kesulitan dalam beradaptasi 

yang kemudian berujung pada kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan. 

Dengan demikian diperlukan sebuah proses pendidikan yang memberi ruang 

bagi mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kesiapan 

mereka dalam menghadapi dunia kerja. Universitas Negeri Jakarta sebagai 

salah satu perguruan tinggi di Indonesia diharapkan mampu melahirkan 

sumber daya manusia profesional berdaya saing tinggi dibidang kependidikan 

dan nonkependidikan yang memiliki wawasan global serta menguasai ilmu 
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pengetahuan dan teknologi. Untuk itulah diperlukan sebuah proses 

pendidikan yang dapat memberi ruang bagi mahasiswa dalam 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kesiapan mereka dalam 

menghadapi dunia kerja. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dalam mencapai tujuan tersebut 

adalah melalui program praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan 

merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum 

pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang bertujuan meningkatkan 

wawasan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa. Melalui 

praktik kerja lapangan, mahasiswa juga diharapkan dapat mengaplikasikan 

sebagian ilmu yang didapat di bangku kuliah serta menambah wawasan, 

pengalaman, dan kemampuan dalam menghadapi dunia kerja dengan 

terjun langsung kedalamnya. 

B. Maksud dan Tujuan 

Berdasarkan latar belakang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) diatas, berikut maksud dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan bagi 

Praktikan adalah : 

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan  

a) Sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa 

S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ. 

b) Melatih kemampuan, disiplin, dan tanggung jawab praktikan 

dengan terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. 



3 

 

 

c) Menambah pengetahuan praktikan dengan mengaplikasikan 

sebagian ilmu yang didapat selama mengikuti proses perkuliahan 

di kelas, khususnya yang berhubungan dengan keuangan. 

d) Memberikan kontribusi terhadap institusi yang merupakan tempat 

praktikan menjalankan praktik kerja lapangan, yaitu Kantor Suku 

Dinas Pelayanan Pajak Pusat 1 

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

a) Mengarahkan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan maupun 

data yang berguna dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan. 

b) Mendapatkan masukan dalam usaha penyempurnaan kurikulum yang 

sesuai dengan tuntutan dunia industri dan masyarakat. 

c) Membina kerja sama antara Fakultas Ekonomi UNJ dengan 

instansi pemerintah atau swasta dimana mahasiswa melaksanakan 

praktik kerja lapangan. 

d) Pengabdian kepada masyarakat (perwujudan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi). 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun kegunaan praktik kerja lapangan selama prkatikan 

melaksanakan kegiatan di Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 antara lain: 

1. Bagi Praktikan: 

a) Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program S1 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNJ. 
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b) Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi UNJ. 

c) Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit 

kerja, baik dalam lingkungan pemerintah maupun perusahaan. 

d) Mengembangkan pola pikir, kreativitas, dan keberanian serta kemampuan 

berkomunikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 

e) Mengaplikasikan sebagian ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan 

mendapatkan pengalaman baru yang belum diperoleh dari pendidikan 

formal. 

2. Bagi Universitas: 

a) Membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan perusahaan 

ataupun Instansi dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di waktu yang 

akan datang. 

b) Meningkatkan citra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai 

pencetak bibit-bibit unggul yang berkualitas. 

c) Mendapatkan umpan balik berupa saran dan kritik untuk menyempurnakan 

dan memperbarui kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 

instansi/perusahaan dan tuntutan pembangunan pada umumnya yang 

dengan demikian diharapkan Universitas dapat mewujudkan konsep link 

and match dalam meningkatkan kualitas layanan pada stakeholder. 

3. Bagi Instansi: 

a) Mendapatkan tenaga kerja tambahan dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

belum selesai.  
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b) Kemungkinan menjalankan hubungan yang teratur, sehat dan dinamis 

antara instasi/perusahaan dengan Universitas Negeri Jakarta. 

c) Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang terlibat. 

D. Tempat PKL 

 

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di salah satu Dinas 

Pemerintah, yaitu Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi 

Jakarta Pusat. Praktikan ditempatkan di Dinas Pelayanan Pajak DKI 

Jakarta Lantai 2 Sudin 1 Jakarta Pusat Gedung Abdul Muis, Jakarta Pusat. 

Berikut adalah identitas lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan dilakukan: 

Nama Dinas  : Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Suku Dinas Pelayanan         

Pajak 1 Kota Administrasi- Jakarta Pusat 

Alamat  : Jalan Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat 

Telepon  : (021) 3865580-85 

Faksimili  : (021) 3865788 

Website  : dpp.jakarta.go.id 

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dan pemilihan 

praktikan dalam melaksanakan program PKL pada perusahaan tersebut, 

yakni sebagai langkah implementasi ilmu selama di perkuliahan karena 

perusahaan tersebut bergerak di bidang pengolahan pajak daerah yang 

menjadi pengelola pendapatan daerah. Oleh karena itu, praktikan tertarik 
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untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai proses perpajakan 

yang dilakukan Sudin 1 Jakarta Pusat. 

E. Jadwal Waktu PKL 

Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, 

terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 s.d. 23 Juli 2014. Dalam 

melaksanakan praktik tersebut, waktu kerja praktikan ditentukan dan 

diatur oleh bagian kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta 

sedangkan untuk pembagian tempat divisi atau seksi praktikan melakukan 

kerja ditentukan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi 

Jakarta Pusat  

Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, 

praktikan membuat surat izin PKL di BAAK (Biro 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan). Surat izin 

digunakan untuk diberikan kepada Dinas Pelayanan Pajak DKI 

Jakarta. Pengajuan tersebut dilakukan pada tanggal 17 Mei 

2014 dan surat diambil pada tanggal 19 Mei 2014 di loket 

administrasi BAAK Universitas Negeri Jakarta, hal ini 

dikarenakan proses pengajuan surat membutuhkan waktu 2 

hari. Selanjutnnya, praktikan memberikan surat izin tersebut 

kepada bagian Kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak Daerah 
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DKI Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2014. Waktu yang dibutuhan 

untuk konfirmasi dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta 

memerlukan waktu sehari, kemudian surat rekomendasi Dinas 

praktikan ajukan pada Sudin 1 Jakarta Pusat dengan lama 

konfirmasi penerimaan dan penempatan di Sudin 1 Jakarta 

Pusat selama sehari. Satu minggu setelah konfirmasi dengan 

Sudin  Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat 

praktikan mendapat menataran untuk persiapakan pada 

pertengahan Juni 2014 untuk mulai melakukan PKL di Suku 

Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014 s.d. 

23 Juli 2014. Sesuai dengan kontrak perjanjian awal, jam kerja 

dilaksanakan setiap hari Senin s.d. Jumat pada pukul 07:15-

15:30 WIB dan hari Jumat pada pukul 07:15-16:30 WIB. 

Bertepatan pada bulan ramadhan maka waktu pulang di 

majukan 30 menit.  

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan mulai melakukan penyusunan laporan Praktik 

Kerja Lapangan sejak bulan Februari 2015 hingga Mei 2015. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Dinas 

DKI Jakarta merupakan bagian dari daerah otonom yang memiliki 

kemandiri untuk dapat mengelola sumber daya asset baik itu pendapatan 

daerah guna pembangunan dan mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta. 

Pengelolaan pemasukan daerah tersebut dapat berupa wadah kelembagaan 

yang sah menurut UU yang berlaku. Kegiatan di dalam lembaga tersebut 

berupa pemungutan dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada.  

Lembaga tersebut berupa Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, sejarah singkat 

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta telah melalui beberapa proses sejarah 

yang cukup mendewasakan. Kelembagaan tersebut untuk ikut andil dalam 

pembanguan daerah. Inilah alur sejarah DPP DKI Jakarta: Suku Bagian 

Padjak (1952-1955) berdasarkan Surat Keputusan Daerah Perwakilan Kota 

Sementara Djakarta Raja No 18/D.K tanggal 11 September 1952; Bagian 

Padjak (1956-1965); Kantor Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak (1966-

1967) berdasarkan Surat Keputusan No.B.6 =/6/52/1966 tanggal 22 Juni 

1966; Dinas Padjak dan Pendapatan D.C.I Jakarta (1968-1974) berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur DCI Djakarta No Ib.3/2/48/1968 tanggal 3 

September 1968; Kantor Padjak dan Pendapatan DKI Jakarta (1975-1976)  
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berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.B.VII-

774/a/1/1975 tanggal 20 Februari 1975; Dinas Padjak DKI Jakarta (1976-

1982) berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No B.VII-

5851/a.1.1976 tanggal 1 Juli 1976; dan dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta 

(1983-2007) berdasarkan Instruksi 

Gubernur KDKI Jakarta No 890 tahun 1981. Dan terakhir pada tahun 

2008, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan 

Daerah No 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merubah 

sebutan Dinas Pendapaan Daerah DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak 

Propinsi DKI Jakarta.Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah No 10 tahun 

2008 ini, Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta 

mengeluarkan Peraturan Gubernur No 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta.  

Suku Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dikoordinasikan 

oleh Walikota. Di setiap Kota Adminitrasi dibentuk 2 Suku Dinas Pelayanan 

Pajak yaitu: 

1. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat, 

2. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Pusat, 

3. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan, 

4. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan, 

5. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Barat, 
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6. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Barat, 

7. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Utara, 

8. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Utara, 

9. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Timur, serta 

10. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur. 

Serta pembagian wilayah kerja Suku Dinas Pelayanan 

Pajak sebagai berikut: 

1. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat dengan 

wilayah kerja meliputi: 

a. Kecamatan Tanah Abang; 

b. Kecamatan Menteng; 

c. Kecamatan Senen; dan 

d. Kecamatan Johar Baru. 

2. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Pusat dengan 

wilayah kerja meliputi: 

a. Kecamatan Cempaka Putih; 

b. Kecamatan Kemayoran; 

c. Kecamatan Sawah Besar; dan 

d. Kecamatan Gambir. 

3. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan dengan 

wilayah kerja meliputi: 

a. Kecamatan Mampang Prapatan; 
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b. Kecamatan Kebayoran Baru; 

c. Kecamatan Kebayoran Lama; 

d. Kecamatan Cilandak; dan 

e. Kecamatan Pesanggrahan. 

4. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan dengan 

wilayah kerja meliputi: 

a. Kecamatan Setiabudi; 

b. Kecamatan Tebet; 

c. Kecamatan Pancoran; 

d. Kecamatan Pasar Minggu; dan 

e. Kecamatan Jagakarsa. 

5. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Barat dengan 

wilayah kerja meliputi: 

a. Kecamatan Tamansari; 

b. Kecamatan Tambora; 

c. Kecamatan Cengkareng; dan 

d. Kecamatan Kalideres. 

6. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Barat dengan 

wilayah kerja meliputi: 

a. Kecamatan Palmerah; 

b. Kecamatan Grogol Petamburan; 

c. Kecamatan Kebon Jeruk; dan 
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d. Kecamatan Kembangan. 

7. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Utara dengan 

wilayah kerja meliputi:  

a. Kecamatan Tanjung Priok; 

b. Kecamatan Pademangan; dan 

c. Kecamatan Penjaringan. 

8. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Utara dengan 

wilayah kerja meliputi: 

a. Kecamatan Kepala Gading; 

b. Kecamatan Koja; 

c. Kecamatan Cilincing; dan 

d. Kecamatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan 

Seribu. 

9. Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Timur dengan 

wilayah kerja meliputi: 

a. Kecamatan Kramat Jati; 

b. Kecamatan Pasar Rebo; 

c. Kecamatan Makasar; 

d. Kecamatan Cipayung; dan 

e. Kecamatan Ciracas; 

10. Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur dengan 

wilayah kerja meliputi: 
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a. Kecamatan Matraman; 

b. Kecamatan Jatinegara; 

c. Kecamatan Pulogadung; 

d. Kecamatan Cakung; dan Kecamatan Duren Sawit. 

Setiap UPPD atau Unit Pelayanan Pajak Daerah merupakan 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan 

pelayanan seluruh pajak daerah sesuai kewenangannya. Suku Dinas 

Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki visi dan 

misi tersendiri dalam menjalankan pengelolaan pajak daerah. Tentu ini 

dilakukan agar meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta 

menumbuhkan komitmen terhadap kinerjanya untuk mengelola pajak 

daerah. 

a. Visi dan Misi Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat 

Sudin 1 Jakarta Pusat merupakan salah satu dari 10 (Sepuluh) 

Suku Dinas yang mewakili setiap pemungutan pajak daerah di setiap 

kota administrasi Dinas Pelayanan Pajak DKI. 

1. Visi Perusahaan 

Menjadi DIPENDA sebagai organisasi yang efesien 

dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan 

dukungan aktif masyarakat. 

2. Misi Perusahaan 
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2.1.Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah; 

dan 

2.2.Mengadakan koordinasi dengan intansi terkait lain 

dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemungutan 

pendapatan daerah. 

3. Motto Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat 

“Berikan Pelayanan Terbaik Pasti Pendapatan Daerah 

Pasti Meningkat”. 

 

b. Logo Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta 

Logo Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta layaknya logo daerah 

Jakarta, hal ini dikarenakan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Jakarta 

merupakan bagian dari dinas yang beroperasi dibawah komando 

Gubernur Jakarta, sehingga intansi terkait memiliki hubungan 

berupa Dinas yang mengelola pajak daerah berupa punggutan pajak 

daerah. Lukisan Perisai segi lima yang didalamnya melukiskan 

gerbang terbuka. Didalamnya terdapat gerbang terbuka, sehingga 

Nampak tugu nasional yang dilingkari oleh untaian (krans) padi dan 

kapas. Sebuah tali melingkar pangkal tangkai-tangkai padi dan 

kapas. Pada bagian atas pintu gerbang tertulis sloka “Jaya Raya”, 

sedang di bagian bawah perisai terdapat lukisan ombak-ombak laut. 

Pinggiran Perisai digaris tebal dengan warna emas, gerbang terbuka 
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bagian atas berwarna putih, sedang huruf-huruf sloka “Jaya Raya” 

yang tertulis diatasnya berwarna merah, tugu nasional berwarna 

putih, untaian (krans) padi berwarna kuning dan untaian (krans) 

kapas berwarna hijau serta putih, ombak-ombak laut berwarna dan 

dinyatakan dengan garis-garis putih, kesemuanya ini dilukiskan atas 

dasar yang berwarna biru. Makna dari atribut tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: Jakarta sebagai kota revolusi dan kota 

proklamasi kemerdekaan Indonesia, jakarta sebagai lbu-Kota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian kota 

dilambangkan dengan gerbang (terbuka). Kekhususan kota Jakarta 

sebagai kota revolusi dan kota proklamasi dilambangkan dengan 

tugu nasional yang melambangkan kemegahan dan daya juang dan 

cipta Bangsa dan rakyat Indonesia yang tak kunjung padam. Tugu 

Nasional ini dilingkari oleh untaian padi dan kapas, dimana pada 

permulaan tangkai-tangkainya melingkar sebuah tali berwarna 

emas, yakni lambang cita-cita daripada perjuangan Bangsa 

Indonesia yang bertujuan suatu masyarakat adil dan makmur dalam 

persatuan yang kokoh erat. Dibagian bawah terlukis ombakombak 

laut yang melambangkan suatu ciri khusus dari Kota dan negeri 

kepulauan Indonesia. Keseluruhan ini dilukiskan atas dasar wama 

biru, wama angkasa luar yang membayangkan cinta kebebasan dan 

cinta darnai bangsa Indonesia dan keseluruhan ini pula berada 
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dalam gerbang, dan pada pintu gerbang itu terteralah dengan 

kemegahan yang sederhana sloka Jaya Raya satu sloka yang 

menggelorakan semangat segala kegiatan-kegiatan. Jakarta Raya 

sebagai lbu-kota dan kota perjoangan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Keseluruhan ini pula berada dalam kesatuan yang 

seimbang pada bentuk perisai segi-lima yang bergaris tebal emas, 

sebagai pernyataan permuliaan terhadap dasar falsafah Negara 

Pancasila.1 

B. Struktur Suku Dinas Pelayanan Pajak 

Dinas Pelayanan Pajak merupakan pelaksana Pemerintah Daerah yang 

diberikan tugas untuk melakukan pemungutan pendapatan daerah dan 

mengadakan pelayanan pajak daerah serta melaksanakan koordinasi 

pelayanan pajak daerah sesuai dengan kewenangan Suku Dinas.Peran utama 

dari tiap satuan kerja organisasi Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota 

Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut 

1. Tugas Pokok 

Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang 

Kepala Suku Dinas yang mempunyai tugas pokok yaitu memimpin 

dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas. 

Dimana Kepala Suku Dinas mengoordinasikan pelaksanaan tugas 

                                                           
1 Sumber : Perda No. 6 Tahun 1963 dan Perda No. 9 Tahun 1964 
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subbagian, seksi dan subkelompok jabatan fungsional, melaksanakan 

kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, unit 

kerja perangkat daerah atau instansi pemerintah atau swasta dalam 

rangka pelaksanaan tugas. 

2. Fungsi 

Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat terdiri dari 

berbagai subbidang atau seksi yang masing-masing memiliki peranan 

dan fungsi yang berbeda, hal ini dilakukan guna untuk dapat 

memfokuskan kinerja dari setiap subbagian tersebut. 

a. Bagian Tata Usaha 

Sub bagian Tata Usaha Melaksanaan administrasi suku dinas, 

dimana TU mempunyai tugas menyusun bahan Rencana Kerja Dan 

Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran suku dinas sesuai 

dengan lingkup tugasnya, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, 

mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja dan anggaran dan 

dokumen pelaksanaan anggaran suku dinas, melaksanakan monitoring, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan 

anggaran suku dinas, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, 

melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang, melaksanakan surat-

menyurat dan kearsipan, melaksanakan penyediaan, pemeliharaan, dan 

perawatan prasarana dan sarana kerja suku dinas, memelihara 
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kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor, 

melaksanakan upacara dinas, pengaturan acara dan publikasi kegiatan 

suku dinas, melaksanakan pengelolaan ruang rapat suku dinas, 

melaksanakan implementasi sistem aplikasi komputerisasi pelayanan 

pajal daerah, melaksanakan evaluasi sistem aplikasi komputerisasi 

pelayanan pajak daerah, memberikan pelayanan penyuluhan terhadap 

wajib pajak, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan 

pajak daerah yang terkait dengan pelayanan pajak pada kota 

administrasi/kabupaten administrasi, mengoordinasikan penyusunan 

laporan (keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas) suku dinas, 

menyiapkan bahan laporan suku dinas terkait dengan tugas Subbagian 

Tata Usaha, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha. 

b. Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak (P3D) 

Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak merupakan satuan 

kerja lini Suku Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pendaftaran 

dan penatausahaan pajak daerah. Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan 

Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi 

Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak mempunyai tugas menyusun 

bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran 

suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan dokumen 
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pelaksanaan anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, 

menerima, meneliti, dan menatausahakan permohonan pendaftaran 

wajib pajak melaksanakan pendataan dan pengawasan wajib pajak, 

menyusun buku induk pajak daerah pada lingkup kota administrasi, 

menerbitkan, mengadministrasikan dan mendistribusikan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 

Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil 

(SKPDN), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk jenis pajak 

daerah yang pajaknya ditetapkan, menerima dan memproses perizinan 

tertentu di bidang pajak daerah, mengusulkan penerbitan, pencabutan, 

dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), 

menatausahakan dan melaksanakan legalisasi peneng pajak reklame, 

menyusun laporan jumlah ketetapan, pembayaran, tunggakan, dan 

penagihan pajak daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan 

teknis pelayanan pajak daerah terkait dengan tugas Seksi Pendaftaran 

dan Penatausahaan Pajak, serta menyiapkan bahan laporan. 

c. Seksi Penetapan Pajak 

Seksi Penetapan Pajak merupakan satuan kerja lini Suku Dinas 

Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan penetapan pajak daerah. Seksi 

Penetapan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
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berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku 

Dinas. Seksi Penetapan Pajak mempunyai tugas menyusun bahan 

Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, 

menghitung dan memperhitungkan pajak terutang, membuat risalah 

dan nota perhitungan pajak daerah terutang, menerima, 

mengadministrasikan dan mendistribusikan laporan hasil pemeriksaan 

(LHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan menatausahakan dan 

melaksanakan legalisasi bill/bon, tanda masuk/karcis dan dokumen 

lain yang dipersamakan, menyusun rencana penerimaan pajak daerah, 

menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak 

daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penetapan Pajak, menyiapkan 

bahan laporan suku dinas terkait dengan tugas Seksi Penetapan Pajak, 

dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Seksi Penetapan Pajak. 

d. Seksi Penagihan Pajak 

Seksi Penagihan Pajak merupakan satuan kerja lini Suku Dinas 

Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak. Seksi Penagihan 

Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi 

Penagihan Pajak mempunyai tugas menyusun bahan Rencana Kerja 
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dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan anggaran suku dinas sesuai 

dengan lingkup tugasnya, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melakukan 

verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD), menerima dan memproses 

permohonan perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (SPtPD), menerima dan memproses pembetulan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD), menerbitkan Surat Tagihan 

Pajak Daerah (STPD), melakukan rekonsiliasi penerimaan 

pembayaran pajak daerah, melakukan penagihan pajak dengan surat 

paksa, membuat daftar himpunan pembayaran dan dan piutang pajak 

daerah, menyusun daftar piutang yang tidak dapat ditagih dan yang 

akan dihapuskan, menyusun laporan jumlah ketetapan, pembayaran, 

tunggakan dan penagihan pajak daerah, membuat salinan surat 

ketetapan pajak daerah, menerima dan memproses pengajuan 

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak daerah, 

memproses dan mengadministrasikan pemberian kompensasi, restitusi 

dan pemindahbukuan, membuat usulan wajib pajak yang akan 

dilakukan pemeriksaan, melakukan koordinasi dengan unit instansi 

terkait dalam rangka penagihan pajak, menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan tugas 
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Seksi Penagihan Pajak, serta melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penagihan Pajak. 

e. Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak 

Seksi Penyelesaian Sengketa merupakan satuan kerja lini Suku 

Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak. Seksi 

Penyelesaian Sengketa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku 

Dinas. Seksi Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas menyusun 

bahan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran suku dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya, menerima, mengadministrasikan dan memproses 

permohonan pengurangan sanksi administrasi (kenaikan, bunga dan 

denda) pajak daerah sesuai dengan kewenangannya, 

mengadministrasikan keputusan mengenai pengurangan sanksi 

administrasi (kenaikan, bunga dan denda pajak daerah), menerima dan 

memproses permohonan keberatan pajak, mempersiapkan surat uraian 

banding atas permohonan keberatan pajak daerah, membuat dan 

melaporkan risalah dan keputusan keberatan, menerima dan 

memproses penyelesaian gugatan wajib pajak, menerima dan 

memproses sanggahan dari wajib pajak, menerima dan memproses 

permintaan peninjauan kembali, melakukan proses pembetulan, 
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pembatalan dan pengurangan ketetapan pajak daerah, menghadiri 

persidangan penyelesaian sengketa pajak, menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait 

dengan tugas Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak, menyiapkan bahan 

laporan suku dinas terkait dengan tugas Seksi Penyelesaian Sengketa 

Pajak, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas Seksi Penyelesaian Sengketa Pajak. 

C. Kegiatan Umum Dinas Pelayanan Pajak 

Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah mempunyai beberapa kegiatan, 

yaitu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas 

Pelayanan Pajak, pelayanan pemberian informasi dan pendaftaran wajib 

pajak, pendataan dan penatausahaan wajib pajak, pemantauan penerimaan 

pembayaran pajak daerah, penetapan jumlah kewajiban pajak daerah yang 

harus dibayar wajib pajak, penagihan pembayaran kewajiban pajak daerah 

yang harus dibayar wajib pajak, penyelesaian sengketa pajak daerah, 

pelaksanaan koordinasi pelayanan pajak daerah pada lingkup kota 

administrasi. Penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang 

berkaitan dengan pelayanan pajak pada kota administrasi, pengelolaan 

kepegawaian, keuangan, dan barang suku dinas, pelaksanaan kegiatan 

kerumahtangga dan ketatausahaan suku dinas, pelaksanaan publikasi kegiatan 

dan pengaturan acara suku dinas pelayanan pajak, penyediaan, penatausahaan, 
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penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja suku 

dinas, penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi 

Suku Dinas Pelayanan Pajak, serta pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanan tugas dan fungsi Suku Dinas Pelayanan Pajak. Apabila terdapat 

utang pajak yang belum tertagih maka Dinas Pelayanan Pajak berhak 

melakukan penagihan utang tersebut menggunakan surat paksa. Penagihan 

adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan 

biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 

penyanderaan, menjual barang yang disita.2 Surat paksa diterbitkan apabila 

ditemukan seorang wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajak dan kepada 

si wajib pajak tersebut sudah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan, 

wajib pajak juga tidak memenuhi ketentuan yang sesuai dengan keputusan 

persetujuan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, dan juga apabila 

wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh 

tempo pembayaran. 

 

                                                           
2 UU no 19 tahun 2000 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Selama masa pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Suku Dinas 

Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat kedisiplinan, keramahtamahan 

dan ketepatan menjadi hal yang dituntut oleh Sudin 1 Jakarta Pusat bagi praktikan. 

Pada aspek tersebut, praktikan dilatih agar bisa disiplin, ramah serta tepat dalam 

melaksanakan satu pekerjaan tertentu. Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat 

sendiri mempunyai 5 seksi atau bagian yaitu Seksi Pendaftaran dan Penatausahaan 

Pajak Daerah (P3D), TU, Penetapan Pajak, Penagihan pajak dan Sengketa Pajak.    

Praktikan sendiri tidak hanya ditempatkan pada seksi Pendaftaran dan 

Penatausahaan Pajak Daerah (P3D) saja namun diberi kesempatan untuk berada 

pada seksi lain yang telah dijadwalkan untuk praktikan membantu pada bagian TU, 

Penetapan Pajak, Penagihan pajak dan Sengketa Pajak. Penjadwalan pada setiap 

seksi telah sesuai dengan keputusan dan disetujui oleh dengan Sudin 1 Jakarta 

Pusat, pembagian ini tidak hanya didasari pada sumberdaya skill yang kurang 

memadai tetapi juga untuk memperkaya pengalaman dan pengetahuan praktikan 

sehingga praktikan tidak hanya fokus pada satu bidang yaitu Pendaftaran dan 

Penatausahaan Pajak Daerah ( P3D ) saja tetapi 5 (lima) seksi di Suku Dinas  
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Pelayanan Pajak kota Administrasi Jakarta Pusat, namun praktikan lebih fokus 

pada seksi Pendaftaran dan Penatausahaan Pajak Daerah ( P3D ).  

Adapun cakupan tugas yang menjadi bagian dari pekerjaan praktikan selama 

menjalani masa Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 

a. Mencari potensi wajib pajak baru dengan menghitung jumlah pendapatan 

calon wajib pajak 

b. Meng-input data pemuhktahiran wajib pajak dalam rangka penyusunan 

laporan pendapatan tahun 2013; 

c. Membuat sertifikat wajib pajak 

d. Disposisi Surat 

e. Pelayanan kepada wajib pajak dalam menyetor pajak; 

f. Membuat penetapan Pajak serta mengolah data wajib pajak untuk 

mengajukan keringan   pajak serta menetapan denda atau besaran pajak 

g. Mencetak data porporasi kegiatan event, hotel dan restoran. 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan terhitung sejak 

tanggal 23 Juni 2014 hingga 23 Juli 2014. Sesuai dengan perjanjian awal bahwa 

jam kerja dilaksanakan setiap hari Senin s.d Jumat pada pukul 07.15 – 15.30 WIB 

dan hari jumat pada pukul 07.15 – 16.30 WIB. Setiap hari Jumat, seluruh 

karyawan termasuk mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktik Kerja 
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Lapangan diwajibkan untuk mengikuti senam pada pukul 07.00. Pada awal masa 

kerja, praktikan diberikan arahan mengenai tata tertib dan peraturan Dinas serta 

bimbingan mengenai tugas yang akan dikerjakan oleh praktikan selama masa 

PKL. Kepala Seksi bagian Tata Usaha yaitu Bapak Agus memberi penjelasan 

kepada praktikan mengenai tugas yang akan dikerjakan selama masa kerja PKL, 

sebagai langkah awal untuk memasuki atau praktik di seksi P3D. Penjelasan 

tersebut memberikan gambaran bagi praktikan mengenai alur masuk hingga 

proses wajib pajak dalam Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi 

Jakarta Pusat. Pengarahan kepala Seksi Penagihan memberikan gambaran tugas 

yang dilakukan oleh bagian P3D, yang salah satunya mencari potensi wajib pajak 

yang baru melalui prosedur-prosedur yang ada. Dalam mencapai maksud dan 

tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan berupaya memahami setiap 

pekerjaan yang diberikan. Pemahaman tersebut ditujukan agar praktikan dapat 

mencapai keahlian (skill) yang harus dimiliki sehingga praktikan dapat 

melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan sebaik baiknya. Selain itu, 

dibutuhkan kedisiplinan secara berkesinambungan untuk dapat mencapai prestasi 

kerja yang tinggi. Adapun perincian tugas yang dilakukan oleh praktikan selama 

menjalani masa Praktik Kerja Lapangan di Suku Dinas Pelyanan Pajak 1 Kota 

Administrasi Jakarta Pusat adalah sebagai berikut: 

a. Mencari Potensi Wajib Pajak Baru dengan menghitung jumlah pendapatan 

calon WP  
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Bagi para petugas pajak, wajib pajak baru merupakan sesuatu hal yang 

sangat penting karena adanya wajib pajak baru akan memberi pemasukan baru 

bagi penerimaan pajak. Adanya laporan-laporan yang disampaikan oleh wajib 

pajak lama menjadikan tugas yang diemban pegawai pajak akan semakin 

mudah karena berkat laporan dari wajib pajak lama maka petugas pajak pun 

akan langsung menuju tempat yang dimaksud oleh wajib pajak lama. Adanya 

keirian dari wajib pajak lama menjadikan dasar adanya laporan tersebut 

karena jika pengusaha tidak membayar pajak otomatis harga produk mereka 

akan murah dan hal inilah yang menjadi satu kecemburuan dari para wajib 

pajak lama. Oleh karena itu petugas pajak akan senantiasa selalu mencari 

potensi-potensi pajak baru di berbagai tempat dengan cara mencari tahu 

sendiri yaitu lewat datang dan memeriksa tempat usaha tersebut serta meminta 

kepada pemilik tempat usaha tersebut agar memberikan laporan pendapatan 

pada satu waktu agar bisa dihitung oleh petugas pajak. 

b. Meng-input data pemuktahiran wajib pajak dalam rangka penyusunan laporan 

pendapatan tahun 2013 

Adanya perubahan status dari para wajib pajak menyebabkan petugas 

pajak setiap tahunya harus mengecek dan melakukan pemutakhiran wajib 

pajak, ini dilakukan agar setiap data yang disajikan selalu update karena 

biasanya para wajib pajak lama yang usahanya sudah gulung tikar jarang 

sekali melapor kepada petugas pajak sehingga diperlukanlah kegiatan 

pemukhtahiran data tersebut. 



29 
 

c. Membuat sertifikat wajib pajak 

Sertifikat wajib pajak adalah salah satu bukti yang ditampilkan agar 

sgar suatu usaha resmi menjadi wajib pajak. Bagi para calon wajib pajak yang 

telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak nantinya akan dibuatkan sertifikat 

wajib pajak, yang nantinya itu akan berguna bagi tempat usaha tersebut 

karena ada nilai tambah tersendiri di mata konsumen. 

d. Disposisi Surat 

Praktikan disini pertama kali dikenalkan atau diajarkan dalam 

mendisposisi suatu surat, hal ini penting dilakukan karena lewat disposisi 

maka praktikan bisa memahami alur alur surat masuk atau surat keluar dari 

sudin pelayanan pajak 1 ini. 

e. Pelayanan kepada wajib pajak dalam memberikan bukti setoran pajak 

Bagi wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya ke bank yang 

telah ditunjuk maka harus memberikan sebuah bukti setoran pajak kepada 

petugas pajak, dalam hal ini praktikan melayani wajib pajak yang hendak 

memberikan bukti setoran pajaknya 

f. Membuat Penetapan Pajak serta Mengolah Data Wajib Pajak yang Ingin 

Mengajukan Proses Keringanan Pajak Serta Menetapkan Denda Atau Besaran 

Pajak 

Wajib pajak yang merasa keberatan atas pajak yang diberikan 

kepadanya bisa melakukan proses keringanan, hal ini dilakukan jika wajib 

pajak merasa keberatan dan tidak sanggup melakukan pembayaran pajak 
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sebesar jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Petugas pajak dalam hal ini 

tidak serta merta mengabulkan permohonan dari wajib pajak tetapi melakukan 

proses verifikasi terhadap wajib pajak tersebut apakah benar wajib pajak 

tersebut tidak sanggup membayar atau hanya sekedar trik agar ia terhindar 

dari pembayaran pajak yang besar. Lalu wajib pajak juga bisa dikenakan 

denda apabila wajib pajak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan 

peraturan yang ada seperti menunggak pajak dan lain sebagainya dalam hal ini 

petugas pajak akan menetapkan besaran denda sesuai dengan aturan yang ada.  

g. Mencetak data porporasi kegiatan event, hotel, dan restoran 

Melakukan porporasi, Porporasi merupakan note atau tanda legal yang 

diberikan oleh Suku Dinas Pajak 1 Jakarta Pusat kepada WP untuk 

memonitoring dari hasil pajak yang akan diolah kembali jika terjadi 

perbedaan. Porporasi tersebut berupa tanda bintang pada bon. 

 

C. Kendala yang Dihadapi 

Selama praktik kerja lapangan, praktikan mendapatkan pengalaman dan 

pelajaran berharga yang tidak mungkin didapatkan di bangku kuliah mengenai 

dunia kerja pada kenyataanya. Namun tidat dapat dibantahkan bahwa praktikan 

juga mengalami kendala-kendala, seperti: 
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1. Gangguan Internet 

Di tempat kerja selain computer ada satu unsure lain yang sangat 

dibutuhkan oleh seseorang yang bekerja pada suatu instansi atau perusahaan, 

diantaranya adalah internet. karena sambungan internet ini penting untuk 

menghubungkan seseorang yang bekerja dengan system yang jika ingin 

mengakses system tersebut diperlukan sebuah sambungan internet. Di 

Indonesia sendiri khususnya di suku dinas pelayanan pajak 1 Jakarta Pusat 

masih mengalami kendala dalam hal sambungan internet, terkadang internet 

yang digunakan putus tanpa ada sebabnya atau bisa juga karena memang 

sinyal dari provider tersebut yang mengalami gangguan sehingga sambungan 

internet pun ikut terganggu. Dalam hal ini praktikan mengalami kendala 

dalam hal tersebut karena paraktikan ketika mengerjakan suatu tugas yang 

diberikan oleh pegawai pajak terkadang harus masuk ke system untuk 

menyelesaikan tugas tersebut, jika sambungan internet tidak ada maka 

otomatis praktikan juga tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaanya dengan 

baik dan cepat. 

2. Pemberian kerja yang tidak sistematis 

Tidak adanya pembagian kerja yang jelas antara pegawai pajak dengan 

mahasiswa yang sedang menjalani praktik di suku dinas pelayanan pajak 1 

Jakarta Pusat menyebabkan praktikan mengalami gangguan dalam hal 

intensitas kerja, terkadang dalam suatu hari praktikan sangat disubukan oleh 

kerjaan yang diberikan oleh pegawai pajak sehingga membutuhkan waktu, 
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tenaga dan fikiran yang cukup banyak untuk menyelesaikanya. Padahal jika 

saja pemberian kerja sudah diatur maka praktikan tidak harus mengalami 

kejadian seperti hal tersebut.  

 

D. Cara Menghadapi Kendala 

Atas kendala-kendala yang muncul ketika pelaksanaan praktik kerja 

lapangan, praktikan mencoba mencari solusi bagaimana agar kendala dapat 

teratasi tanpa memengaruhi kinerja praktikan. Solusi-solusi yang ditempuh 

praktikan antara lain: 

1. Untuk mengatasi masalah gangguan internet seperti yang telah dipaparkan 

sebelumnya, cara menghadapinya adalah dengan meminta bantuan kepada 

para petugas pajak agar mau menyambungkan internet dari handphone 

pribadinya, ataupun bisa melalui handphone pribadi dari praktikan. Selain itu 

caranya juga bisa dengan menyelesaikan di tempat lain yang tentu saja masih 

satu gedung dengan suku dinas pelayanan pajak 1 Jakarta Pusat karena 

biasanya gangguan tersebut hanya terjadi di satu lantai saja jika dilantai lain 

internet masih berjalan normal.  Jika hal tersebut dilaksanakan maka praktikan 

bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik.  

2. Kendala dalam hal pemberian tugas yang tidak sistematis bisa diatasi 

praktikan dengan cara berinisiatif meminta tugas agar tidak ada waktu yang 

dihabiskan dengan berdiam diri saja. Karena jika hanya berdiam diri saja tidak 

ada inisiatif dari praktikan maka nanti akan berpengaruh terhadap nilai 
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praktikan sendiri baik nilai secara langsung maupun tidak langsung, maka 

inisitif tersebut sangatlah perlu untuk dilakukan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Suku Dinas 

Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat praktikan mendapatkan wawasan dan 

pengalaman mengenai dunia kerja pada kenyataannya. Praktikan dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktikan telah menyelesaikan PKL yang dilaksanakan selama kurang lebih 

dua bulan terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 – 23 Juli 2014 di Suku Dinas 

Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat. 

2. Praktikan ditempatkan di semua Sie namun Fokus kepada Sie P3D. Tugas 

praktikan selama PKL adalah: 

a. Mencari potensi wajib pajak baru dengan menghitung jumlah pendapatan 

calon wajib pajak; 

b. Meng-input data pemuhktahiran wajib pajak dalam rangka penyusunan 

laporan pendapatan tahun 2013; 

c. Membuat sertifikat wajib pajak; 

d. Disposisi surat; 

e. Pelayanan kepada wajib pajak dalam menyetor pajak; 
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f. Membuat penetapan Pajak serta mengolah data wajib pajak untuk mengajukan 

keringan   pajak serta menetapan denda atau besaran pajak 

g. Mencetak data porporasi kegiatan event, hotel dan restoran. 

 

3. Praktikan mengetahui dan memahami betapa pentingnya semua Sie dalam 

keberlangsungan suatu lembaga, terutama fungsinya dalam hal penarikan 

pajak. 

4. Praktikan mendapatkan wawasan dan pengalaman terkait dunia kerja sehingga 

ketika lulus nanti praktikan dapat beradaptasi dengan mudah dengan 

lingkungan kerja. 

5. Lingkungan kerja praktikan yaitu Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta 

Pusat, berhasil membangun iklim organisasi yang sangat baik sehingga 

praktikan merasa nyaman dan kerasan berada dalam keluarga besar Sudin ini. 

Hal ini tercermin dari kegiatan-kegiatan yang diadakan seperti Buka Bersama 

dan senam bersama serta sifat para karyawannya yang ramah, baik, tidak 

kaku, humoris, dan sebagainya.  

6. Praktikan mengetahui dan memahami setiap proses yang ada pada proses 

perpajakan seperti besaran pengenaan pada setiap wajib pajak, prosedur dalam 

porporasi, prosedur dalam hal penagihan pajak, prosedur dalam hal penetapan 

denda pajak dan prosedur tentang keberatan pajak. 
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A. Saran  

Setelah mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh para 

pegawai  Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarat Pusat maka praktikan ingin 

memberikan saran dan masukan yang semoga bermanfaat bagi 

perusahaan/Instansi, universitas, dan para mahasiswa yang akan 

melaksanakan praktik kerja lapangan, yaitu: 

1. Saran untuk Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Jakarta Pusat, yaitu  

Sebaiknya dibuat sebuah mekanisme atau program khusus bagi 

mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan sehingga 

nantinya memang ada pekerjaan khusus untuk praktikan tanpa harus 

mengambil alih pekerjaan pegawai lainnya. Selain akan mempermudah 

mahasiswa dalam melaksanakan praktik kerja lapangan, juga dapat 

membantu instansi dalam mengetahui seberapa tinggi kualitas yang 

dimiliki oleh orang tersebut. 

2. Saran untuk Universitas, yaitu  

a) Sebaiknya pihak universitas terutama FE UNJ memberikan banyak 

pengarahan kepada setiap mahasiswa yang akan melakukan praktik 

kerja lapangan agar tidak bingung pada saat praktik kerja lapangan 

berlangsung. 
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b)  Lebih banyak menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan 

sehingga memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat untuk 

praktik kerja lapangan. 

c) Proses penyelesaian pembuatan surat permohonan praktik kerja 

lapangan agar dapat lebih dipercepat dan ditingkatkan lagi 

pelayanannya. 

3. Saran untuk Mahasiswa 

a) Mencari tempat PKL yang sesuai dengan ilmu yang didapat dibangku 

perkuliahan, hal ini akan memudahkan mahasiswa dalam mempercepat 

pemahaman mengenai bidang kerja yang akan dikerjakan nanti 

b) Latih dan kembangkan interpersonal skill karena kemampuan ini sangat 

diperlukan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, 

khususnya di dalam lingkungan kerja. 

c) Pahami terlebih dahulu bidang kerja yang akan ditempuh selama praktik 

kerja lapangan agar tidak terlalu bingung nantinya. 
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